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ABSTRACT

Purpose — This community service activity aims to provide
assistances for Small-Medium Enterprises (SMEs), specially for
food and beverage field, applying halal certification via Halal
self-declared (SEHATTI) Program.

— This
conducted by recruting and training students as certified halal
companion (PPH) by BPJPH. This were done by collaboration
between Halal Center Studies of the Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (PKH-ITS) and ITS Techno Science. The SMEs
training for Halal Process held around August 2023. Afterward,
all the PPH will be accompanied and assisted the SMEs for
applying the halal certificate via SIHALAL system; including

Design/methodology/approach program  is

preparing the SJPH, entry all the information, submitting the
document, verification and validation as well as done the
revision untill the halal certificate was finally issued.

Findings — The SEHATI program has been started since 2021
and the quota continues to increase every year. However, not
every SMEs known this information. It is mandatory for food
and beverage, slaughter services, and slaughter products at 17t
October 2024 should be halal certified. Therefore, PKH-ITS
together with PPH helps and assists SMEs in applying a halal
certification through a community service program at 2022. The
upgraded facilities of SIHALAL’s website (version 2022) make
it more user friendly. The 15 SMEs have certified via the
SEHATI22 program with PKH assistances.

Originality/value — Though the SEHATI Program is
announced by the goverment at 2021, this relatively not well
known by the SMEs as the subject of the halal certification.
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Hence, third party such PKH-ITS need to present for
accompanying and assisting the SMEs. The SIHALAL system
is used for submitting the application of halal certification.
Therefore, highly technology adapted of the PPH are required,
for completely assisting the SMEs. Hence, the presence of the
PPH in this process is mandatory and vital; increasing the
succesibility of the SEHATI program.

Keywords : Community service; economic productivity; halal food;
SEHATI

ABSTRAK

Tujuan —Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan
untuk memberikan pendampingan kepada Usaha Kecil
Menengah (UKM), khususnya bidang makanan dan minuman,
untuk mengajukan sertifikasi halal melalui Program Halal Self
Declared (SEHATTI).

Desain/metodologi/pendekatan — Program ini dilakukan
dengan merekrut dan melatih mahasiswa sebagai Pendamping
Halal (PPH) bersertifikat BPJPH. Hal ini dilakukan atas kerja
sama antara Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (PKH-ITS) dan ITS Techno Science. Pelatihan
UKM terkait Proses Halal dilaksanakan pada Agustus 2023.
Selanjutnya seluruh PPH akan mendampingi UKM untuk
pengajuan sertifikat halal melalui SIHALAL; diantaranya
menyiapkan dokumen SJPH, entry data dan submit pada sistem,
verifikasi dan wvalidasi, melakukan revisi hingga akhirnya
sertifikat halal diterbitkan.

Temuan — Program SEHATT telah dimulai sejak tahun 2021
dan kuotanya terus bertambah setiap tahunnya. Namun, tidak
semua UKM mengetahui informasi ini. Makanan dan minuman,
layanan penyembelihan, dan produk penyembelihan wajib
tersertifikasi halal pada 17 Oktober 2024. Oleh karena itu, PKH-
ITS bersama PPH membantu dan mendampingi UKM dalam
pengajuan sertifikasi halal melalui program pengabdian
masyarakat tahun 2022. Fasilitas website SIHALAL yang
ditingkatkan (versi 2022) menjadi lebih mudah digunaka
sechingga 15 UKM telah tersertifikasi melalui program
SEHATI22.

Orisinalitas/nilai —Meskipun Program SEHATT telah dimulai
oleh pemerintah sejak 2021, program ini relatif belum banyak
diketahui oleh UKM sebagai subjek sertifikasi halal. Oleh karena
itu, pihak ketiga seperti PKH-ITS perlu hadir untuk
mendampingi UKM. Sistem SIHALAL digunakan untuk
pengajuan permohonan sertifikasi halal. Oleh karena itu, PPH
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yang paham teknologi dipetlukan agar dapat sepenuhnya
membantu UKM. Adanya pendampingan PPH dalam proses ini
sangatlah vital untuk meningkatkan keberhasilan program
SEHATI.

Kata Kunci: makanan halal; pengabdian kepada Masyarakat;
produktifitas ekonomi; SEHATI.

PENDAHULUAN

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATTI) didasarkan atas pernyataan pelaku usaha
atau dikenal sebagai skema Sertifikasi halal self-declare (KKasanah, 2022) merupakan program

yang keluarkan oleh Pemerintah untuk mendukung terlaksananya percepatan UU No.
33/2014. Skema sertifikasi ini pertama kali diterapkan di tahun 2021; yang pelaksanaannya
didasarkan dan diatur pada berbagai dasar hukum sebagaimana ditunjukkan Tabel 1. Skema
ini merupakan salah satu cara percepatan untuk mencapai target 10 juta sertifikasi halal per
tahun (Swandaru, 2017).

Produk makanan-minuman (mamin) merupakan mayoritas bidang usaha yang
dikembangkan oleh para pelaku usaha UMKM. Namun belum banyak pelaku usaha mamin
yang sadar akan pentingnya memiliki sertifikat halal (SH) bagi produk yang mereka hasilkan
dan pasarkan. Oleh sebab itu, adanya program SEHATI akan membantu pelaku usaha
UMKM mamin dalam mengajukan proses sertifikasi halal produknya. Mardhotillah (2022)
menyatakan Program SEHATI juga mampu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap
produk domestik bruto dan secara tidak langsung meningkatkan perkonomian (Hidavat,
2015), penyerapan tenaga kerja nasional (Primatami, 2019), dan konsumsi makanan halal
(Hatoli, 2020; Suprivanto, 2022).

Pelaksanaan UU No. 33/2014 sesungguhnya telah dimulai bertahap sejak 17 Oktober
2019. Namun hingga tahun 2022, khususnya bagi pelaku usaha UMKM mamin menurut
Hasan (2014), pelaksanaannya belum banyak terpenuhi. Sehingga, program SEHATI
diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran UMKM tentang esensi pentingnya memiliki
sertifikasi halal untuk produk mamin yang hingga saat ini masih minim (Syahrir, 2019).
UMKM yang bergerak pada bidang mamin diberikan toleransi waktu hingga 17 Oktober
2024 untuk dapat tersertifikasi halal sesuai undang-undang. Pengajuan sertifikasi halal atas
pernyataan pelaku wusaha ini dapat dilakukan langsung ke laman SIHALAL di
https://ptsp.halal.go.id/ (Anonim, 2022). Terintegrasinya laman SIHALAL dengan Sistem

One Single Submission (OSS, https://0ss.go.id/) memudahkan pelaku usaha dalam

mengajukan sertifikasi halal serta memangkas waktu permohonan SH menjadi singkat

(Indah, 2023; Khoeron, 2022).
Tabel 1. Dasar Hukum Sertifikasi Halal self-declare

Peraturan
1 UU No. 33/2014 Jaminan Produk Halal
2 PP MO. 39/2021 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
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3  KMA 20/2021 Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
4 KMA 748/2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

5 KMA 1360/2021 Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat
Halal

6  KepKaBan Produk Halal No. 33/2022 tentang Petunjuk Teknis
Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban
Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasrkan Atas
Pernyataann Pelaku Usaha

Namun, kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi melalui integrasi SIHALAL dan
sistem OSS tidak serta-merta mempermudah dukungan terhadap pelaksanaan UU No.
33/2014. Aktivitas sebagai pemilik UMKM seringkali merupakan aktivitas sekunder yang
dilaksanakan sembari melaksanakan aktivitas primer, seperti ibu rumah tangga, pegawai
swasta, dll. Akibatnya, kemawasan diri terhadap pentingnya memahami pengoperasian sistem
SIHALAL sangat rendah dan pada akhirnya pelaku usaha UMKM merasa sulit untuk
mengajukan sertifikasi halal. Hal ini merupakan permasalahan yang umum terjadi pada mitra
UMKM “ketidaktahuan pelaku usaha UMKM terkait teknis pengajuan sertifikasi halal gratis
dan penggunaan SIHALAL”.

Untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha UMKM di wilayah
Surabaya tersebut, moda pendampingan (mentorship) secara langsung dirancang dan
dilaksanakan melalui dukungan administratif di bawah Pusat Kajian Halal (PKH) Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memberikan supervisi terhadap pelaku usaha
UMKM secara langsung di dalam melaksanakan pengajuan sertifikasi halal self-declare.
Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi kepada percepatan pelaksanaan UU No.
33/2014 dan sebagai sosialisasi secara tidak langsung yang adil kepada khalayak ramai terkait
pentingnya sertifikasi halal (Ilyas, 2018). Selain itu juga dapat memberi data yang informatif
kepada pembeli terkait produk makanan yang layak konsumsi (Mahendri, 2020) dan dapat

memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya produk-produk hasil UMKM
merupakan produk halal.

METODE

Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk pengajuan sertifikasi halal atas
pernyataan pelaku usaha atau self-declare telah dilakukan pada tahun 2022. Kegiatan ini
merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat dibawah Pusat Kajian
Halal (PKH) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Kegiatan
pendampingan yang dilakukan terdiri atas edukasi Sistem Jaminan Produk Halal
(SJPH) dan program SEHATI, pelatihan penggunaan OSS dan SIHALAL,
pendampingan persiapan berkas administrasi, serta pengawalan dokumen hingga
terbitnya sertifikat halal. Kegiatan pendampingan dimulai bulan April-November 2022.
Namun, perbaikan Surat Jaminan Produk Halal (SJPH) secara online di laman SIHALAL
(https://ptsp.halal.go.id/) tetap dilakukan hingga sertifikat halal terbit.
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' UMKM Binaan PKH-ITS

Program Péngabdian 1 perekrutan mahasiswa calon

Masyarakat 2022 < pendampi_ng produk halal (PPH)
secara online

2 l 3

pelatihan dan pelatihan kader penggerak
sertifikasi PPH halal {untuk UMKM binaan)

l |
l

pendampingan UMKM binaan
oleh PPH tersertifikasi BPJPH
(termasuk mempersiapkan isian SIHALAL,

proses entry/pengisian, verifikasi, dan
validasi SJPH)

Gambar 1 Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan
pengajuan sertifikasi halal self-declare.

Sistem jaminan halal melalui pendampingan ini dilaksanakan sesuai dengan tahapan
kegiatan di Gambar 1. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan ini, pada tahap
awal mahasiswa direkrut sebagai calon pendamping produk halal (PPH). Perekrutan
dilaksanakan di bulan April dan Mei tahun 2022. Selanjutnya, tahap kedua, mahasiswa sebagai
calon PPH mengikuti pelatihan dan sertifikasi PPH. Pelatihan dan sertifikasi PPH ini
bertujuan sebagai moda untuk melantik mahasiswa menjadi PPH yang teregistrasi BPJPH
sekaligus sebagai PPH bagi UMKM yang akan didampingi dan dibina. Secara paralel, tahap
ketiga, pelatihan kader penggerak halal. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh pelaku usaha
UMKM binaan PKH ITS. Pelatihan kader penggerak halal ini merupakan realisasi kerjasama
antara PKH-ITS dan ITS Tekno Sains Academy. Pelatihan ini sekaligus sebagai sosialisasi
kegiatan pendampingan sertifikasi halal. Setelah pelantikan PPH dan pelatithan kader
penggerak dilaksanakan, tahapan ke empat dimulai yaitu mahasiswa sebagai PPH mulai
mendampingi UMKM binaan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Proses pengajuan ini
dilaksanakan dengan mempersiapkan isian SIHALAL, proses entry/pengisian, verifikasi, dan
validasi SJPH untuk permohonan sertifikasi halal self-declare.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percepatan pelaksanaan UU No. 33/2014 untuk sertifikasi halal produk, termasuk juga
produk barang dan jasa, telah dilakukan melalui program SEHATT sejak tahun 2022. Tahun
2021, BPJPH telah mengeluarkan 930 sertifikat halal (SH) gratis, dan meningkat menjadi
25.000 di tahun 2022. Sedangkan tahun ini, 2023, target sertifikasi meningkat hingga 1 juta
kuota (Indah, 2023). Rangkaian program SEHATT tersebut merupakan bagian percepatan 10
juta produk sertifikasi halal (https://ptsp.halal.go.id/).

Pusat Kajian Halal (PKH) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam tahun
2022 telah melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal terhadap tujuh belas pelaku
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usaha UMKM makanan-minuman (Tabel 2). Kegiatan pendampingan ini merupakan
pelaksanaan dari kegiatan pengabdian Masyarakat dari PKH-ITS yang telah dilaksanakan
39 secara rutin setiap tahunnya.

Tabel 2 UMKM Binaan PKH ITS program SEHATI Tahun 2022

5.1

UMKM Binaan Sertifikat Halal KLBI - Jenis Produk
Kaia Natural TERBIT Indus‘Frl Produk Roti dan Kue — Produk
Bakeri
: Perdagangan Eceran Minuman Tidak
Sinom-¢ Bu Ma TERBIT Beralkohol — Minuman dengan Pengolahan
KOMISI Industri Kue Basah — Produk Bakeri
Kue-Kue Bu Ma FATWA
Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering,
Glamstree TERBIT serta Kue Basah dan sejenisnya — Produk
Bakeri
Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering,
Binar Camilan TERBIT serta Kue Basah dan sejenisnya — Produk
Bakeri
. Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-
Kacang Oven/Dhani TERBIT kacangan lainnya bukan Kecap, Tempe,
Jaya dan Tahu - Makanan ringan siap santap
Brownies Mbak KOMISI Industri Produk Roti dan Kue — Produk
Zaenab_ FATWA Bakeri
Nuri's Catering . .
(Rice Box & Snacks) REVISI Industri Kue Basah — Produk Bakeri
MeSem Healthy Drink TERBIT Industri Minuman Lainnya — Minuman
dengan pengolahan
Industri Pengolahan dan Pengawetan
KrezzTang TERBIT Lainnya Buah-buahan dan Sapran bgkan
Kacang-kacangan - Makanan ringan siap
santap
Pawon Hasanah TERBIT R?storan dan penyedm mal?anan keliling
lainnya - Makanan ringan siap santap
Sinom Den Adi DRAFT PU Industri Minuman Ringan — Minuman
dengan Pengolahan
Barokah Mandiri - Telur TERBIT Industri Produk Makanan lainnya - Telur
Asin olahan dan produk-produk hasil olahan
Rengganis TERBIT Industri Minuman Lainnya — Minuman
dengan pengolahan
Wedang Uwuh - TGR TERBIT Industri Minuman Ringan — Minuman
Ponorogo dengan pengolahan
Industri Pengolahan dan Pengawetan
Lainnya Buah-buahan dan Sayuran bukan
Janayu Spesial Salad Simo TERBIT Kacang-kacanga — Buah dan Sayur dengan

pengolahan dan penambahan bahan
tambahan pangan
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Industri Tempe Kedelai - Serealia dan
produk serealia yang merupakan produk
turunan dari biji serealia, akar dan umbi,
kacang-kacangan dan empulur dengan
pengolahan dan penambahan bahan
tambahan pangan

Tempe YM TERBIT

Ketujuh belas UMKM binaan yang telah melakukan pendampingan selama tahun 2022
di tampilkan pada Tabel 2; 13 UMKM telah terbit SH nya, 2 UMKM telah masuk komisi
fatwa, 1 UMKM masih dalam proses revisi BPJPH hingga saat ini (Februari 2023), dan 1
UMKM masuk pada program SEHATI Tahun 2023. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan
terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare adalah sebagai berikut:

(1) Memastikan semua bahan-bahan yang digunakan telah memiliki sertifikasi halal yang
masih berlaku atau tidak expired (Gambar 2A);

(2) Bahan-bahan yang tidak memiliki SH harus dipastikan termasuk bahan positive list
atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban SH (KMA 1360 Tahun 2021 bagi UMK self-
declare);

(3) Memastikan daftar bahan telah lengkap dan semua bahan-bahan yang digunakan telah
masuk dalam daftar bahan;

(4) Memastikan dengan benar mana bahan yang masuk kategori bahan yang diragukan
maupun tidak diragukan;

(5) Produk yang menggunakan air sebagai bahannya, harus mencantumkan air sebagai
bahan didaftar bahan (Gambar 2A);

(6) Air yang digunakan hatus jelas, apakah air murni atau air olahan/daur ulang;

(7) Penggunaan cleaning agent, kemasan produk seperti botol plastik, kardus, dll harus
dicatatkan dalam daftar bahan (Gambar 2B dan 3A);

(8) Memastikan semua produk memiliki nama yang spesifik;
(9) Semua produk harus disertai foto produk yang sesuai,

(10) Bahan yang tidak memiliki SH dan tidak termasuk dalam daftar positive list ataupun
KMA 1360 Tahun 2021 bagi UMK self-declare wajib mencantumkan diagram alur proses

produksinya secara jelas, contoh: gula aren, tahu, tempe, madu (Gambar 2B dan 3B);

(11) Alur proses produksi harus ditulis secara jelas termasuk proses ekstraksi madu
(Gambar 2B).

Adakalanya pengembalian isian pengajuan sertifikasi halal self-declare tidak dapat di tolerir
dan mengakibatkan pembatalan pengajuan sertifikasi halal. Pembatalan tersebut dapat terjadi
akibat dari:

(1) KBLI yang digunakan berupai kedai makanan, Jasa Boga/Katering, Rumah/Warung
(2) Makanan, Rumah Minum/Café
(3) KBLI yang tidak relevan dengan nama produk yang didaftarkan
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(4) Nama produk yang didaftrakan tidak memenubhi kriteria self-declare, sebagai contoh:
fried chicken, mie ayam, kefir, yoghurt, kebab, abon sapi, abon ayam, lontong sayur,

41 nugget ayam, dimsum ayam.

Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya pembatalan pengajuan sertifikasi halal
self-declare PPH hatus jeli dan teliti sesuai dengan KMA 20/2021 Sertifikasi Halal untuk
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan KepKaBan Produk Halal No. 33/2022 tentang Petunjuk
Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal
bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasrkan Atas Pernyataann Pelaku Usaha.

Revisi terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare pada berbagai studi kasus UMKM
binaan program SEHATT tahun 2022 ditampilkan pada Gambar 2 dan 3. Sedangkan contoh
penulisan diagram alur proses produksi yang jelas dan contoh diagram alur proses pembuatan
bahan yang tidak memiliki SH dan tidak termasuk dalam daftar positive list (contoh bahan
adalah gula aren) ditampilkan pada Gambar 4.

O Dikembalikan Ke PU 29/09/2022
Fendy Fimansyah
untuk bahan2 yg masih dalam proses pengajuan tidak
bisa diajukan di self decalre {saran produk selfdeclare nya
yg bahan2nya sudah pasti sertifikat halalnya), untuk
bahan2 positive list seperti telur dkk tidak usah ditulis
merek atau tulisan2 di bagian sertifikat halalnya krn ini
menyebabkan di laporan tidak bisa memilih bahan yang
tidak diragukan saat verval pendamping, sehingga laporan

vervalnya jadi salah (O Dikembalikan Ke PU 16/10/2022
SMSK
O Dikembalikan Ke PU 3141012022 1. Mohon dicantumkan kemasan yang digunakan pada

produk dalam daftar bahan 2. Mchon untuk
mencantumkan SH/KH tepung ketan hitam dan update
SH/KH cultured butter, natural sea salt, keju, gula kelapa
3. Mohon untuk mencantumkan proses produksi dengan

Fendy Firmansyah

- kemasan plastic/botol/kertas dimasukkan ke daftar
bahan (tanpa harus menuliskan sertifikat halal) kemudian
saat verval pilih bahan tidak diragukan dan klik bahan

o lebih detail
kimia
Submitted PU 19/10/2022
() submitted PU 0311112022 O su mitied 7
) Ir. Dieta Kumnia, S H. M H

Iswati

Voritikasi LP3H - (O Verifikesi LP3H 19/10/2022
o ertiikas! Adinda Suci Lestari

Fauzan Fakhrizal Azmi
Selesal Pendamping PPH

Selesai Pendamping PPH

(O Dikembalikan Ke PU 20/10/2022

(O verifikasi Di BPJPH 07M1/2022 Fendy Firmansyah

Fendy Firmansyah Tepung Ketan Hitam dan Rolled Qats (gluten free) jika

Selesai LP3H tidak bersertifkat halal, diterangkan cara pembuatannya
(O Dikembalikan Ke PU 13111/2022 O submitted PU 271012022

MMSIB Ir. Dieta Kumnia, 5.H.,M.H

1. Mohon dicantumkan air yang digunakan pada produksi

dalam daftar bahan 2. SH/KH bahan Margarin, Gula Pasir, O Verifikasi LP3H 271072022

Adinda Suci Lestari
Selesai Pendamping PPH

Garam Beryodium, Evaporated Filled Milk, Susu Full

Cream, Sprite, Vanilla Powder, Ragi Instan Perlakuan

Tepung, dan SP Pengemulsi sudah habis masa O
berlakunya.

Dikembalikan Ke PU 28/10/2022
Fendy Firmansyah

Tepung Ketan Hitam dan Rolled Oats (gluten free) jika
tidak bersertifkat halal, diterangkan cara pembuatannya

Gambar 2. Tampilan revisi terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare di laman

anavyu
J y SIHALAL: (A) UMKM Nuri’s Catering; (B) UMKM Kaia Natural.

5.1
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(O Dikembalikan Ke PU 14/11/2022
Fendy Firmansyah
kemasan kardus/plastik brownies dimasukkan ke daftar 442

bahan (tanpa harus menuliskan sertifikat halal), kemudian
saat verval pilih bahan tidak diragukan dan klik bahan
kimia. BUKAN KEMASAN TIAP BAHAN (mhn hapus
semua bahan di daftar praduk)

() submitted PU 17/11/2022
Dapur Mbak Zaenab

(O \verifikasi LP3H 20/11/2022
Dinda Amelia Nurhanifa
Selesai Pendamping PPH

o Dikembalikan Ke PU 21112022
Fendy Firmansyah
kemasan kardus/plastik produk brownies dimasukkan ke
daftar bahan (tanpa harus menuliskan sertifikat halal),

kemudian saat verval pilih bahan tidak diragukan dan klik O Dikembalikan Ke PU 1611012022
bahan kimia. ingat ya bukan kemasan bahannya. tp SMSK
kemasan bwoniesnya Mohon untuk mencantumkan SH/KH gula jawa_ jika tidak
ada, mohon jelaskan proses produksi gula jawa
(O submitted PU 01/12/2022 ]
(O submitted PU 21/10/2022
Dapur Mbak Zagnab Sinom e Bu Ma
(O \verifikasi LP3H 0111212022 O Verifikesi LP3H 1311212022

AISYAH NURHALIMAH
Selesai Pendamping PPH

Dinda Amelia Nurhanifa
Selesai Pendamping PPH

(O Dikirim ke Komisi Fatwa 13/12/2022
(O \verifikasi Di BPJPH 01/12/2022 SMSK
Fendy Firmansyah Dikirim ke Komisi Fatwa
Selesai LP3H (O Proses sidang Fatwa 151212022
Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
(O Dikembalikan Ke PU 16/12/2022 Proses Sidang Fatwa
NFS
) Selesai Sidang Fat 22/12/2022
Mohon deskripsikan proses pembuatan produk dengan O e es;\ 'dang Fatwa
) . Komisi Fatwa Pusat
detail dan jelas
(O Penerbitan Sertifikat 24/12/2022
ZsH

Kirim Persetujuan

(O Terbit SH 27/12/2022
Muhammad Aqil Irham

Gambar 3. Tampilan revisi terkait pengajuan sertifikasi halal self-declare di laman
SIHALAL: (A) UMKM Brownies Mbak Zaenab; (B) UMKM Sinom-e Bu Ma.

Proses Produksi Production Process

PROSES PEMBUATAN MINUMAN SINOM E BU MA
Pencucian daun sinom dan kunyit - penghalusan kunyit - pencampuran bahan- pendidihan bahan
hingga tanak - pendinginan - penyaringan - pengemasan2.Minuman Sinom

PROSES PEMBUATAN GULA JAWA/AREN

Nira bersih yang telah dikumpulkan --> dipanaskan sampai kental sekali --> setelah cukup kental,
cairan gula siap cetak yg kental dituangkan ke cetakan ---> ditunggu sampai dingin --> jika telah
dingin dan mengeras (ditandai dengan tidak lengket), gula siap di lepaskan dr cetakan --> dikemas
dalam kemasan palstik --> dipasarkan

4 Janayu
Gambar 4. Contoh penulisan diagram alur proses produksi secara jelas dan 5.1
diagram alur proses pembuatan bahan yang tidak memiliki SH dan tidak termasuk
dalam daftar positive list (studi kasus untuk UMKM Sinom-e Bu Ma).
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Proses pengajuan sertifikasi halal self-declare yang telah masuk Komisi Fatwa Pusat,

secara prinsip telah lolos proses validasi dan verifikasi dan hanya menunggu penerbitan SH.

43 Program SEHATI ini hanya diberikan satu kali kesempatan pengajuan gartis bagi setiap

UMKM, sebagaimana notifikasi pada laman SIHALAL (Gambar 5). Selanjutnya, jika UMKM

tersebut ingin melakukan pengajuan SH untuk produk lain, UMKM harus melakukan
permohonan melalui jalur sertifikasi regular.

Pengajuan Sertifikasi Halal (Self Declare)

Daftar Pengajuan Sertifikasi

[EIZE]) sucah pemah mendapatkan fasilitasi SEHATI22 (BPJPH SEHATI 2022) tahun 2022 [ e
No No Daftar Tanggal Nama PU Jenis Daftar Jenis Produk
1 Maya Purnamasar Baru © 0D @

Gambar 5. Notifikasi bahwa UMKM ybs telah mendapatkan fasilitas SEHATI.

Adanya berbagai hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pengajuan sertifikasi halal self-
declare, sebagaimana disebutkan di atas, membuat BPJPH berbenah dan menyempurnakan
sistem SIHALAL. Sehingga, pengajuan sertifikasi self-declare tahun 2023 berbagai fasilitas
telah ditambahkan untuk mempermudah pengajuan dan pengisian daftar bahan-bahan
(Gambar 06).

Pelaku Usaha Pabrik & Outlet Proses Produk Halal

Daftar Nama Bahan dan Kemasan Listo a
1. Termasuk isikan bahan dengan kategori cleaning agent seperti Air, Sabun Pencuci, Detergen, dil
2. Isikan nama kemasan produk, contoh : Aluminium foil, standing pouch, plastik, dil

Cari Bahan Tidak Bersertifikat | Cari Bahan Bersertifikat Bahan yang Anda cari tidak ada? Ajukan disini m

Jenis Bahan Bahan -
Nama Bahan Klik pada tombol Cari Bahar

No Jenis Bahan Nama Bahan Kelompok Merk Produsen No. Sertifikat Halal Tal. Verifikasi

Berlaku  Pendamping
1 Cleaning Agent  SUNLIGHT Cairan Pencuci Piring Sunlight PT. Unilever Indonesia 1D00410000008400120 19/05/2024 Belum =@
Higienis Thk
2 Bahan Air Murni Air Mumni Belum Z @
3 Bahan Asam asam Jawa Asam jawa alam SK LPPOM MUI No Belum T
SK12/DiflLPPOM MUINVI20

4 Bahan Rimpang Kunyit Segar Bahan Nabati Belum @
5 Bahan Daun Sinom Bahan Nabati Belum Fa
6 Bahan Gula Kristal Putih Rose Brand Gula Kristal PT Adikarya Gemilang 1D00410000080820320 30/09/2025 Belum = @
7 Bahan Madurasa Oniginal Madurasa PT. Madurasa Unggulan  1D33410000008040220 07/07/2024 Belum [C ]

Nusantara

Gambar 6. Tampilan baru isian bahan pada laman STHALAL.

Beberapa kemudahan dan penyederhanaan sistem SIHALAL pada tahun 2022 sebagai
Janayu berikut:

5.1 1. Pelaku usaha tidak perlu upload dokumen SJPH, dokumen SJPH akan digenerate
sistem secara otomatis setelah pelaku usaha mengisikan bahan-bahan dalam sistem
SIHALAL. SJPH akan berbentuk draft dalam sistem SIHALAL
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2. Validasi & verifikasi dilakukan oleh PPH dengan SJPH berbentuk draft dalam sistem
SIHALAL

3. Sistem SIHALAL telah menyediakan tab — BAHAN; dimana pelaku usaha dapat
memilah pengisian bahan pada kategori bahan tidak bersertifikat dan bahan
bersertifikat (Gambar 0).

4. Untuk bahan yang bersertifikat, pelaku usaha dapat secara langsung mencari no SH
bahan beserta masa berlakunya melalui sistem

5. Jenis bahan dapat di kategorikan menjadi cleaning agent, kemasan, ataupun bahan
utama itu sendiri

Kemudahan-kemudahan fasilitas dalam sistem SIHALAL ditahun 2022 ini dapat
dimanfaat dan mempermudah pelaku usaha melakukan pengajuan SEHATI. Sehingga
program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM dengan target satu juta SH
pada tahun 2023 ini dapat terpenuhi. Di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM belum
memahami sistem yang ada sehingga perlu dilakukan pendampingan. Tutorial terkait
pengajuan sertifikasi halal self-declare tahun 2023 dapat pula dilihat secara lengkap pada
laman https://youtu.be/WtjTzu7uTOw.

SIMPULAN

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) atas pernyataan pelaku usaha atau self-
declare telah dimulai sejak tahun 2021 dan kuotanya terus meningkat setiap tahun. Pusat
Kajian Halal (PKH) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama pendamping halal
(PPH) membantu dan mendampingi UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal program
SEHATI melalui program pengabdian masyarakat. Fasilitas terbaru laman SIHALAL pada
tahun 2022 mempermudah pelaku usaha dan PPH mengajukan permohonan sertifikasi halal
self-declare. Melalui kegiatan sistem jaminan halal melalui moda pendampingan, UMKM-
UMKM telah melalui proses sertifikasi halal dan sebagian besar telah mencapai tahap
penerbitan Sertifikat Halal. Kegiatan pendampingan ini memberikan peningkatan nyata
jumlah produk UMKM makanan dan minuman yang tersertifikasi halal. Kegiatan ini
memiliki keterbatasan akan ketelitian dan kejelian PPH untuk menghindari kesalahan-
kesalahan yang tidak dapat ditolerir yang mengakibatkan pengajuan tertolak. Kegiatan
pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM ini perlu untuk dilaksanakan secara
berkelanjutan untuk tetap memastikan sertifikasi halal UMKM terus berjalan.
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